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MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE
RELALUL PERENCANAAN STRATEGIK
YANG KOMPREHENSIF
> \ Wahyu Raharjo *)
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Abstract
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In recerit years, striving for good governance has grow up according to the total reformation
in indonesia. As response to that claim, the govermnment in 1993 have established b regulations
abcut local government (UU No. 22 th 1999) and financial distribution between cenlral and
iocal governments (UU No. 251h 1999). These rules have strong impact on the role of central
government.

As matier of fact, the central govemment playing the role not more than catalist and
facriitator. Cn the other sige, locai govemment with major authorily of decentralization new is
pushed to perform focal autonomy in their area. The consequences is clear, locaf governmeant
have pub“c sccountabilily in which they must concem. Veriics! responsibility is not the criy
one of accountability, nevertheless mostimportant was henzonta! accouniability, wiich lccal
governmment as executive make report of their programme and activifies tolocal hanlamenr as

legisiative end their society as sharenolders.
We are siilt facing many problems, including incompletenzss of cur regufatory frameworr«

To facing that problem, govemment must apply strategic planning to direction goals and
obfectives, Formuiation vision, mission, and strategy in eadier stage needed to achieve goals
and objectives. Autonomy, privatization, and public management are way tc achieve goals

and objectives.

Key words: good govemanice. strategic planning, local autonomy

PENDAHULIAN

Thailand dzn menjalar ke sebagian nagara

Asia termasuk Indonesia telah membuktikan

betapa kendisi perubahan yang Gibawacleh

glebalises: harus dapat diantisipasi dengan
aik. Globeliszsi sendini bukanlah penveban

dari knisis ekonomi Qang Kita sizmi seiama

-”\Pyoses globzlisast yang tenadi paca
dekade terakhir menimbulkan beberapa
imoiikasi yang tidak'tere(akkag Salah
szlunya adaleh ierintegrasinya perekenomian
indonesia kedalam perekonomian dunia.
Krisis ekonomi Asiayang bermulz dari negara
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4ga tanun teraknir, 18130 justy Kita sendiri
yang lidzk cacat mengsicla Freses pergbanan
yangtenad: Calamtata exenemi dunig dewasa
N T2iEDI tidak dacat cicungkin banwa
globalisasi yang mendorong kearan
iberaiiszsi ekonomy meningkatkan besan
perekcnomian negara-negara berkembang
karena mereka dituntut untuk memilikvi
kKeunggulan Kompetitif sebagai modal
keberhasilan dan kemajuan  syaty
perekoromian.

Hikmah yang dapat kita ambil dari krisis
g dsa!amr rqlggalgh Pentingnya sikap
transparansi‘dan penanggungjawaban (ac-
Counlability) dalam proses renyelenggaraan
kehidupan ekonemi khususnya dan
penyelengaaraan kehidupan berbangsadan
bernegara pada umumanya. Berdasarkzan hal
tersebut maka dglam beberapa tahun terakhir
muncul istiizh good govemance. Good gov-
&rmance seolah muncyl setagai paradigma
baru daiam tata ekonomi ¢an politik global,
Selama beberapa tzhun terakhir, berbagai
badan dunia seperti World bank, UNDP IMF

mencoba mensosialisasikan paradigma baru

yan

ini dalam berbagai kesempatan.

Good governance sendiri merupskan
bagiar yang tak terpisahkan dalam
pengembangan demokrasi, Pandangan i
dimaksudkan sebagai wacana untyk
fMmembina hubungan yang selaras antara
ketiga kemponen makro, yaitu pemerintah,
Mmasyarakat dan pasar atau ekonomi Menurut
Achwan (2000), dengan teroinanya hubungan
yang harmonis antara ketiga aktor utama
tersebut maka dapat tercipta saty negarayang
bersih dan responsif {clean and fesponsive
State), semaraknya masyarakat sipil (vibrant
civil society) serta kehidupan bis
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nis yang
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Tategik Yang Kemprehensi:

Dalam mengembangkan inigiasf men ;
Good governance. diperiuxan Strategc pid
ningG untuk mensmuskan arah ¢anwjuanya
cikehendaki Tanna formuiasi perumusan mi&
visi, dan tujuan yang jelas. maka arg
reformasi menuju good gevemnance terseh,
menjadi tidak jelas. Strategic p/anm}%’
merupakan mental creation process dafa;@:% _;
Sistem manajemen  strategik. yangia

2%

sSasarannya tidak hanya saty bidang saij
Namun beberapa bidang yang dirumuskane
Secara komprehensif. )

PENENTUAN VISI, MISI, DAN i
STRATEGI
Agar organisasi berjalan secara terardil
dan berpola, maka organisasi memeriuka
landasan berpikir yang konstan yang disebig
visi, misi, dan strateqt. g

Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depar
kemana dan bagaimana instansi pemerintahig
harus dibawa dan berkarya agar tetapid
Konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovaﬁ}:,
serta produktif (LAN R{, 4 899). vi
Merupakan suatu gambaran yang menantan
tentang keadaan masa depan berisikan ci :
dan citra yang inain diwujudkan oleh instansi:
pemerinah. =

Agar mampu eksis dan unggul daia T
Persaingan yang semakin ketat, instanil_
pemerintah harus terus-menerus melakukan®s

tersebut harus disusun dalam suaty tahapan -wgy:
yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga%®
dapat meningkatkan akuntabilitas Kinerig,
yang bererientasi pada pencapaian hasil dar
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menggerakkan orang, menciptakan njakng
pagi kehidupan angota arganisasi,
menciptakan standar keunggulan, dan
menjembatani keadaan sekarang dan
xeandazn masa depan.

Misi o .
Misi adalah sesuatu yang harus

diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sesuai visi yang ditetapk_anv agar

tujuan organisasi dapa_t ter_[aks_an@ dan

berhasil dengan baik (LAN RI, 1999). Dengan ]
pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh

pegawai dan pihak yang berkepen’nngan

dapat mengenal instan;i pemernntah,. dan
mengetahui peran dan pmgram-progr?mnya
serta hasil yang akan diperoleh dimasa
mandatang. Osbome dan (Gaebler (1992)
menyatakan beberapa ‘keung.g_uign
pemerintahan yang digerakkan oleh misiyaitu
lebih efisien, efekt, inovatif, fleksibel, dan_
mempunyai semangat yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintahan yang
digerakkan oleh peraturan.

Untuk mewujudkan visi yang telah_
ditetapkan, diperukan misi yang jelas. Mis
merupakan pemyataan yang menetapkan
tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang
ingin dicapai dalam kurun waktu terte-qtu
melaiui penetapan strategi yang dipilih.
Proses perumusan misi instansi pemerintah
harus memperhatikan masukan pihak-pihak
yang berkepéntingan (stakeholders), dan
memberikan peluang untuk perubahan/
penyesuaian sesuai dengan tuntutan
perkermbangan lingkungan strategik.

Strategi _
Untuk mencapai hasil yang konsisten
dengan visi dan misi yang telah ditetapkan
diperiukan suafu strategi organisasi yang
men|elaskan pemikiran-pemikiran secara
konseptual, analitis, realis_tis, rasional d_a”
komprehensif tentang berbagal !angi.\'ah yang
diperiukan untuk mencapai at'au
memperiancar/mempercepat pencapaian
tujuan dan sesaran yang ditetapkar.x. 'Untuk
menunjukkan hubungan visi, misi, daln
strategi serta keterkaitan (’ier}ge.m_ yang lain
disajiikan dalam gambar berkut ini.
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FERENCANAAN STRATEGIK

Setelah organisasi merumuskan
siwraiegl vang dipitih untuk mewujudkan visi
melaiul misi organisasi, sirategi tersebut
kemudian periu diimplementasikan. Langkah
pertama implementasi sirategi yang telah
dirumuskan adalah melaksanzakan siralegic
planning. Dalem langkah ini, strategi yang
dirumuskan untuk mewujudkan visi dan goars
kemudian dijabarkan ke dalam strategic plan-
ning yang terdiri dari tiga komponen: strate-
gic objective, target, dan strategic initiative
{Mulyadi, 2000).

Sirategic objeclive merupakan
sasaran-sasaran masa depan yang dituju oleh
organisasi sebagai penjabaran strategi untuk
mewujudkan visi dan goals. Oleh karena
perwujudan strategic objective memeriukan
waktu lama di masa depan, organisasi periu
menetapkan tonggak-fcnggak {milestones)
untuk menandai pencapaian (achievements)

. di sepanjang perjalanan untuk mewujudkan

strategic objective. Tonggak-tanggak
pencapaian tersebut disetut target

Untuk mewujuckan strategic objeciive
diperiukan strateqic imitiative berupa program
tindakan {action program) yang akan
dilaksanakan cieh organisasi di masa depan.
Strategic ipnitiative ini menijadi dasar
penyusunan program (programming) dan pada
gilirannya program yang dihasilkan dar
penyusunan program menjadi dasar
penyusunan anggaran {budget). Untuk
menggambarkan keterkaitan strategic plan-
ning dengan keseluruhan strategic manage-
ment disajikan dalam gambar benkut:
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Dalam pemennshan. strategic plannmg
merupakan proses yang berorientasi pada
rasil yang akan diczpai dz2lam waktu saiu
sampai imatahun, dengen memperhatikan
sotensi, pefuang, dan kendala yang mungkin
muncul (LAN RE, 1329). Perencanaan
strategik mengandung Vvisi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
yang realistis dengan mengantisipasi
perkembangan masa depan.

Perencanaan strategik instansi
pemerintah memeriukan integrasi antara
keahlian sumber daya manusia dan sumber
daya lain agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis, nasional
dan global (LANRI. 1599). Analisis terhadap
fingkungan organisasi baik internal maupun
eksternal merupakan langkah yang sangat
penting dalam memperhitungkan kekuatan
(strengths), kelemahan (weakness), peluang
{opportunities), dan tantangan/kendala
(threats) yang ada. Anzlisis terhadap unsur-
unsur tersebut sangat penting dan merupakan
dasar perwujudan visi, misi, dan strategi
instansi pemerintah.

MANAJEMEN PERUBAHAN SEKTOR
PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN
PELAYANAN

Guna mewujudkan good governance.
manaiemen publik perfu mengarahkan sektor-
sekior sirategik yang dapat mempercepat
terwujudnya pelayanan prima kepada
Masyarekat. Mendekatkan pengambiian
keputusan  kepada  masyarakat
membutuhkan adanya desentralisasi,
mempercepat dan meratakan pertumbuhan
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sepagal wujud partisipasi dapat
memperdayakan masyarakat.
Calam era  globalisasi, kita

menyaksikan turut berkembang dan
tumbuhnya sistem manajemen publik dan
pemerintahan yang semakin efisien. Bahkan
kita telah mulai menyaksikan perubahan
ekonomi dan sosial dengan memberikan
kesempatan dan peran yana semakin besar
pada sektor swasta dan kelembagaan
masyarakat lainnya yang menjalankan
sebagai fungsi pelayanan kepada
masyarakat. Pemerintah telah mulaj
membatasi dir kepada hal-hal yang lebih
bersifat pembinaan dan pengaturan ketertban
praktek perekonomian.

Manajemen pemerintahan yang
cenderung birokratis dalam beberapa tahun
teraxkhir menghadzapi tuntutan perubaban
karena dianggap kurang sesuai dengan
perkembangan dinamik di era.globalisasi.
Salah satu pendorong perubahan manajemen
pemerintahan adalah pemikiran yang monu-
mental dari Osborn dan Gaebler (1992}
tentang "Reinventing Government”, yaitu
praxtik manaemen publik yang didukung clen
birokrasi dengan semangat kewirausahaan
Nerera mencatakan bahwa penyelenagaraan
urusan pemerintahan hendaknya lebih
Jititikberatkan xepada kapasitas dan peran
sena masyarakat di tingkat daerah ztau
wiiayah. Bentuk organisasi birckrasi pada
masa-masa sekarang sudah saatnya uniuk
ditinjau kembali dan diarahkan pada bentuk
organisasi yang terbuka atau fleksibel seria
terdesenuralisasi.

Beberapa acuan utama daiam
menyelenggarakan pemerintahan yang
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4. Pemerintahan yang digerakkan oleh mis;
mengubsah organisasi yang digerakkan
oleh peraturan.

3. Pemerintahan Yang berorientast hasi,
membiayai hasil bukan masukan {fung-
ing outcomes. not input).

5. Pemerintahan bererientasi pelg ngoan
memenuhi kebutuhan peiznggan, bukan
bircikrasi,

7. Pemerintahan wirausana: mengnasilkan

ketmbang membelanjakan (eaming rather
than spending).

8. Pemernntzhan yang antisipatif: menceasan
daripada mengobat.

9. Pemerintghan desentralisasi.

10.Pemerintahan berorientasi pasar
mendongkrak perubahan melziui pasar (fo-
veraging change through out the market).

Dilain pihak Kenichi Ohmae {199
mengingatkan bahwa saat ini kita sedang dan
akan memasuki era dunia tanpa batas
{borderless world). Secara ringkas dunig
tanpa batas ini ditandai dengan semakin
terfokusnya masalah ke dalam 5 C yang
strategik yakni (1) Customer, (2) Company,
(3) Competition, (4} Currency dan (5) Coun-

CSYErakat me uputz beoerc_pa hal se"e.
yang dikemukakan oieh Kristiadi (19

peftama. manajemen publik bewerGl
menjamin pemerataan distribusi pendapatay
nasiong! kepada kelompok masyarakg
miskin secara adil. Kedua, manajiemen publik
berperan mefindungi hak-hak p‘eba
masyarakat atas pemilikan kekayaan, serfa
menjamin kebebasan bagi masyarakat unii;
melaksanakan tanggungjawab diri mereka
sendin dalam bidang kesehatan, pendidikan
dan pelayanan bagi kelompok masyarakat
laniut usia. Ketiga, mana;emen pubﬂ(.
berperan melestarikan nilzi-nilai tradis
masyarakan yang sangat bervariasi ity da
5atu generzasi ke ganerasi berikut tnye, seft’é
memberkan jaminan dan dukungan sumbets
sumber sehingga nilai-nilai tersebut mamf}u
tumbuh dan berkembang sesuai tuntuta
perubahan jaman, serta dapat hidup teru
bersama secara damai, serasi dan se!aras
dengan budaya lain difingkungannya.

o

Pelaksanaan manajemen publik yang;
didasarkan pada good governance sancaf'
urgen untuk dilakukan Praktik KKN va'tg‘-'
erlangsung lama dinegara kita tidak mudah s
umux dmms begitu szia, terutarra dalam«?

SR

mengzrah kan sektor-sektor strategik vang'
dzcatmempercepat terwujudnya pelayanar %
kenaca masyarakat Vlendekatka,

mempercepat dan meraiakan perturnbuhan;.«

mamhtitithivan

ardsnya AAarticima o s
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~:20iHias pubik harus dikedepankan
sopacdi penjaga beriangsungnya proses
cerutanan sekicr publik agar benaian sesuai
5-3;1(_:5{“. agenda vang direncanakan.

OTCNOI DAERAH SEBAGAI
PERWUJUDAN DESENTRALISASI

Sejak pertengahan tahun 1997 Asia
dilanda krisis moneter, termasuk Indonesia.
Krisis tersebut membawa dampak pada
kejatuhan presiden Soeharto. Sejak saat itu,
tuntutan refonmasi total bergaung diseluruh
wilzyzh republik ini seperti penghapusan KKN
(kolusi, korupsi dan nepotisme), pembatasan
kekuasaan presiden dan kewenangan yang
lebin besar bag! daerah untuk melaksanakan
pemtangunan di wilayahnya. Kondisi yang
tergejolak (furbuient) dan kondisi
ketidakpastian (uncertaincy) yang terus
bersian secara cepat dan tidak menentu telah
direspon cleh para wakil rakyat dengan
dikelyarkannya Tap MPR Nomor XVIMPR/
1988 tentang "Penyelenggaraan Otonomi
Daerah: Pengaturan, Pembagian dan
Pemanfaaan Sumber Daya Nasicnal yang
berkeadilan serta Perimbangan Keuangan
Puszi dan Daerah datam Kerangka Negara
Keszuan Repunlik lndonesia™.

Bardasarkan kete'zpan MPR tersebut,
maxa dikeluarkanlah peraturan perundang-
uncangan yang menjadi fokus perhatian
seiama ini yaitu UU No. 22 Tahun 1989
teniang Pemerintah Daerah (UU Otonami
Casrzh), dan UU No. 28 Tahun 1998 tentang
Penmbangan Keuangan antara Pemerintan
Pusat dan Daerah (UU PKFPD). Dengan
dikeluarkannya keduz undang-undang
terssbut maka dinarackan akan membawa

daerah. Kecua undang-uncang tersebattgian

membawa perubahan mendasar pada pola
nubungan antar pemerintahan dan kf:uanga'tf ~

antara Pusat dan Daerah yang réncananya
akan diterapkan mulai tahun 2001.

Kedua Undang-undang tersebut

mempunyai misi utama mewujudkan asas

desentralisasi. Secara  normatif,

desentralisasi merupakan pelimpahan

wewenang dari pemerintah Pusat ke

pemerintah ditingkat vang lebih bawah. Po-

sitioning pemerintah selanjuinya hanya
sebagai fasilitator dan katalis, yaitu mereka
berperan untuk ‘mengarahkan dan
mengakselerasikan pelayanan publik pada
masyarakat (Osbome dan Gaebler, 1692).
Dengan demikian, arah pembangunan tidak
lagi berdasarkan konsep dari 2tas ke bawah
{top downj melainkan lebih ke aran partisipas
dari bawah ke atas (botiorm up). Halini untuk
mengurangi pola sentralisasi yang berakibat
pemerintah daerah sebaga penentu kebijekan
kurang bisa menterjemahkan kebijakan pusat
secara tepat dan kurang aspiratif terhadap
masyarakat daerah yang dilayaninya. Halini
dapat tenadi karena para birckrat daeran
masih memegang budaya catemalistik dan
budaya sentralistik (Mardizsmo. Z000).

Csborne dan "aebler 11992)
menyatakan bahwa pemerintahan yang
terdesentraiisasi mempunyai beberapa

keunggulan. Pemermtcnan yang
terdesentralisasi jauh lenih fleksibel danpada
yang tersenfralisasi. karena dapat
memberikan respon lecih cepat terhadap
lingkungan dan kebutuhan yang berubsh.
Selain  itu, pemerintahan  yang
terdesentraiisast jaun leoin efekiif, inovatf,
dan menghasilkan semangat keria dar
Komitmen vana tinaat, seda lehih produkds
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Ciwoncmi yanhg diberikan kepada
pementian c22fah didasarkan pada asas
c=entzbsas dalam wujud otonomi yang
nyaw® dan bertanggungjawab
Giasm, 200G}, Otonomi mencakup pula
sfwenzngan yang penuh dalam
rremyelenggarakan urlisan rumah tangganya,
muai der tahap perencanaan sampa idengan
tznap pelaporan dan evaluasi. Dengan
Semiczn, hatini ditujukan untuk peningkatan
peEyanzn kesefahteraan masyarakat yang
szmekin bak, pengembangan kehidupan
czmokrasi, keadilan dan pemerataan, serta
pameitharaan hubungan yang sesuai antara
m=st dan dzerzh serta antar daerah dalam
Yegars Kesziuan Republik Indonesia.
#ewenzngan fersebut mencakup pula
wrenangan dzlam penggunaan dana, baik
7=g beraszl dan pemerintah pusat, maupun
#5a barasal dan pemerintah daerah sendini.

Paradigma ini mempunyai implikasi

warah zkuntabilitas publik, karena publik
ron mengetahui aktivitas yang dilakukan
zEmenntah. Sehingga hal ini membawakita
=am bentuk skuntabiiitas ganda (Harto,
Z83y.  Akunzbilitas ganda adalah
Fmatdilzs alas penganggaran daerah
=hadap level yang lebin tinggi (vertical ac-
zntapiity) can juga akuntabilitas yang
Hhunsien kepada pubiik (herizontal account-
oity). Bentuk gikuntabilitas ini lebih tampak
223 padaproses otonomi daerah nantinya.
Basyarakat selaku sharefiolder dari
mmenntah daerah memiliki hak untuk
mengetahui penganggaran daerah,
mgamans suat: anggaran direncanakan dan
Iagzmanag suatu anggaran dilaksanakan.
Heagan cara mi, publik dapat melihat kinerja
ten anggaren daerah. Untuk tetap dapat
aemage wjuan ini, pelaporan anggaran

perunanan Mendasar a@s anggaran baru. Hal
ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan
il dan kepentingan masyarakat. Dengan
nasis seper ini, APBD masih terlalu berat
mensahan arahan, batasan, serta orientast
. sybordinasi kepentngan pemenntah atas. Hal

A tersebut menunjukkan terzalu dominannya
‘% - peran pemerintah pusat terhadap pemerintan
: daerah, yang tidak menunjukkan semangat
- desentralisasi.

konsisitans:,
pengungkapan,

materialitas,

Fungsi akuniabiitas honisontal kepaﬁj’f‘é
masyarakat zkan berjalan dengan !anc 3
apabiia proses check and balance dilzku
secara kovinyu Porlunya proses rewew}

tahun 1999 Salah satu pasal dalam unda@ ;,_‘
undang tersebut menyatakan bahwi

pemerintzh daerah setiap tahunnya harys,

mengeluarkan laporan keuangan. Lapor"“'
keuangan tersebut nantinya harus diaudit «
auditor yang independen. Dlsmlfa
sebenamya profeciakuntan publik memainkgag;

4. Performance budget pada dasarnya
- a&alah sistem penyusunan dan pengelolaan
s,f’\ ;', anggaran yang berorientasi pada pencapaian
8- pasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus
mencerminkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik, yang berarti harus
publik meialul otonomi daerah. berorientasi pada kepentingan publik.
Prinsip-prinsip yang mendasari
pengeloizan anggaran dan keuangan tersebut
. adalah transparansi, akuniabiiitas, dan value
" formoney. Transparansi adalah keterbukaan
dalam proses perencanaan strategis,
penyusunan, dan pelaksanaan, yang berarti
bahwa masyarakat memiliki hak dan akses
yang sama untuk mengetahui proses
anggaran karena menyangkut aspirasi dan
kepentingan masyarakat. Akuntabilitas

STRATEG! PERUBAHAN
PENYUSUNAN ANGGARAN

Pemsanan tersebutamara {zin adalah perd
dilakukannya r eformasi anggaran (budcetm

reform). Reformasi anggaran dalam strategk m’é? :
pianning meliput proses penyusunan, yangksg
kemuadian dilanjutkan dengan pengesahan
pelaksanaan dan penanggungjawaban, ;‘-,3;_,
Aspek utama budgeting reform di Ing
donesia adalah perubzhan dari traditionds85e -
budget ke performance budget(Mardiasm el
2000). Traditional budget didominasi ole
penyusunan anggaran yang bersifat hneqte
dan incrementaiism, yailu proses penyusuna
anggaran yang hanya mendasarkan pz '

________ PR A

adalah prinsip pertanggungjawaban publik
yang berarti bahwa strategic planning,
penyusunan dan pelaksanaan anggaran narus
dilaporkan - secara benar  dan
dipertanggungiawabkan kepada legisiatif dan
masyarzkat.

Velue for money berarti diterapkannya
tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas {Jones and
Bates. 1990). Agar dapat memenunhi tiga hal

tersebut, dipenukan paradigma anggaran
s~

1. Anggaran harus mampu berumpu pada

kepentingan ptblik.

Anggaran harus dikelola dengan hasi yang
baik dan biaya rendah (work better and
less cost).

3. Anggaran harus mampu memberikan

transparansi dan akunlabilitas secara
rasional -untuk keseluruhan siklus

anggaran.

4. Anggaran harus dikeiola dengan

pendekatan kinerja (performance oriented)
untuk seluruh jenis pengeluaran maupun

pendapatan.

5. Anggaran harus mampu menumbuhkan

profesionalisme kedadi Setlap organisasi
terkait.

-y .
6. Anggaran harus dapat memberikan

keleluasaaan bagi pelaksananya untuk
memaksimalkan pengelolaan dananya
dengan memperhatikan prms:p VEM
(Mardiasmo, 2000).

Selain perubahan itu, pelaksanaan
anggaran periu memperhatikan misi
organisasi, sehingga anggaran yang dibuat
lehih terarah dan mencapai tujuan. Anggaran
vang dikendalikan memberi wewenang
kepada organisasi untuk mencapai Mmisi
mereka. Hal ini yang disebut oleh Osborne
dan Gaebler (1992) sebagai anggaran yang
digerakkan oleh misi. Keunggulan anggaran
yang digerakkan oleh misi adalah:

1. Memberikan dorongan kepada setiap per-
sonnei untuk menghemat uang.

2. Membebaskan resources untuk menguyi
rerbagai gagasan baru.
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3. WMenyederhanakan proses ano QoEran.

8. Menghemat uang untuk auditar dan
pegawai anggaran.

~J

Membebaskan para anggota legistatif
untuk memfokuskan pada isu-isu penting.

Jika halini dapat dilaksanakan dengan
baik. maka good govemance vang diharapkan
zkan dapat terwujud.

PRIVATISAS] Sc=BAGA!L
PARTISIPASTI MASYARAKAT

wuJup

Privatisasi adalan pengurangan peran
pemerintah atau peningkatan sektor privat
(swasta), baik dalam pemilikan asetmaupun
pencelolaannya. Menurut Kristiadi (1592)
gerakan privatisasi berkembang karsnz
desakan. tekanan atau alasan yang bersifat
pragmaltis, idecicqis,
kerakyatan {populist)

xomersial dan

Desakan privatisasi yang bersifat
pragmatis menginginkan privatsasi untuk
menciptzkan pemerintanan vang lebih baik,
efisien dan efektif dalam pembiayaan dan
operasionalisasinya. Tujuan privagsasi dan
penagekatan ideclogi adaiah pemerintzhan
yang tidak banyak mengatur (iess govern-
ment), yang memainkan peran lebih xecil
sepert para insttusi swasta. Tujuan
privatisasi secara lebjh komersial adaleh

Siakukann iYa Lrivausas:
masyarakat yang leninh baik dengap
memetenkan nak dan kewenangan yang lebly
basaruntuk menvelenggarakan kepentingan .
atau kebutuhannya serwdin, sehingga birokrag:
dapat lebih diperionggar Pandangan i
menempatkan masyarakat pada pos
memiliki pilihan yang lebih besar terhadap
pelayanan umum dibandingkan yang
dimilikinya sekarang. Hat ini dapat dikatakan
bahwa masyarakat diber! peluang unty
berusaha menggerakkan perekonomlfn
{terutarma sektor rill) yang berarti mereka ikl.
berpartisipasi aktif dalam pemoanouna
nasional.

Keunggulan sistem ini, masyarakét‘
tidak harus senantiasa bergantung paoaz
pemeriniah, namun dapzt lehin berKrea‘a
dalam pemenuhan ketutuhan barang pub!’z‘
{publiic goods). Dewasa ini cetayanan DLD[Y}.
yang sedang dzlam proses privatisasi adaiafizsg
unit-unit pemerintah yang memmkf‘\f :
pendapatan kontinyu dari jasa peiayananﬁ&'
seperti Perguruan Tinggi Negeri, Ruma
Sakit. Balai Penelitian, Baial Pendidikah\i%
Pelatihan dan sebagainya. S

PERAMPINGAN ORGANISASI

Less govemmeni merupakan kebijak
tranformasi manajemen yang per
diwujudkan untuk menghasilkan output d

Konsekuensi pemberdayaan masyara
melslui kebiiakan orivatisasi diatas cca:a.ﬁ
semakin rampingnya Birokrasi Pemennalis=
Pusat dan Daerah (Kristiadi, 1829]. Prose&
administratif yang bersifat prosedurai ha

R i S U T L IR T = T T e . 1

terakibat pada
asi, sehingga akan
nghasilkan pergmpmga". pirokrasi {down
sizing dan rightsizing). Hal ini lebih terpacu
karena dibarengi dengan pelimpahan
ewenangan baik kepada pemerintah iokal
maupun kepada masyarakat sendiri.
Organisasi pemerintahan akan tampil lebih
rasional dengan sistem flat dan matrik,
schingga kaum profesional yang berada dalam
lingkup birokrasi dapat berkarir secara mernt.

Perampingan birokrasi akan dapat
mengurangi peluang terjadinya praktik
korupsi Pengawasan akan lebih mudah
dilakukan dan evaluasi kinerja juga lebih
akurat Masyarakat lebin mudah untuk
mengurus berbagai macam kepentingan

tznpa harus dilempar dari meja yang satu ke
meia yang kain, sehingga pelayanan menjadt
lebih cepat.

PENGALAMAN NEGARA LAIN

Setandia Baru merupakan conloh negara
yang cerhasil mereformasi sektor publiknya.
Latar belakang dari perubahan tersebut
sebenarnya hampir minp dengan kondisi di
indonesia, meskipun cuiture-nya berbeda.
Mulanva berawai dari 1984 ketika pemernintah
waktu ity menghadapi permasalahan seperti
fendahnya pertumbiuhan ekonomi, tingginya
hutang luar negeri sena defisit fiskal yang
memoumbung tinggi. Fihak pemerintah
seqera melakukan perubahan manajemen
sektor publik dengan mendasarkan pada
Crmrmet Lo [RA~COllArR dan Rl 1662)Y

W 111\ u ahario

akun'ac\lltas antare

n¢an kecala deganemen.

7 Pemobeasan antara kejuaran (output
dengan hasi (ouicome.

3. Pengonrolan ierhadap sumber daya in

put.

4 Pemisahan antara pembelian da
kepentingan kepemilikan pada depaneme
pemenntan.

Landasan hukum bagl pembenaha
tersebut adalah dikeluarkannya dua peratura
yaitu State sector act 1986 dan Public |
nance act 1989 (Bale, 1988). Public Finant
Act menegaskan bahwa laporan keuangs
untuk pemerintah Setandia Baru ditingk
pusat maupun daerah harus disajikan sest
dengan prinsip akuntansi yang beraxu umu
(GAAP). Dengan kata lain, sistem akuntar
yang teriaku sudan berbentuk accrual bas

amaz dengan yang dipakal sektor privat.

Pelajaran yang bisa dipetik &
pengataman Selandia Baru adalah penerag
sistem akuntansi berdasarkan accrual
counting menjadi sangat urgen un!
ditakukan. Sebagai salah satu informi
akuntans dapat dikatakan sebagai meknis
administrasi manajemen putiik. Sehing
pengembangan informasiyarg akruaidz
dicanzang sebagai bagian integral «
reformasi sektor publik daripada bet
sendirl.

Dilain pinak Schick (1898) mengatz
hahwa model perubanzan mznajemen pl
di Seancia Baru tidak dapst begitu
diterzckan pada negara-negara barkemo
Hzl int dikarenakan karakiernstik net

sr(embang yang bﬂ'beda dengzn Seiz

R U U
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; ~al memadi selaku utama. Froses informal
sendin mempunyarl scesifikasi yang tidak
;elas ber=aitan dengan hak kepemilikan dan
croses formal lain calam mengatur kegiatan
exonomt. Calam menghadapi kendisi int

erubanan  yang dilakukan datam
mengembangkan manajemen sektor publik
acalah:

1. Kemajuan dafam sektor publik
memerlukan peningkatan sektor pasar,
sehingga keduanya harus berjalan seiring.

2. Memajukan sektor publik berarti
memeriukan kontrol eksternal yang dapat
diandalkan.

£

Para politisi dan birokrasi harus berfokus
pada proses dasar manajemen publik,

Amerika Serikat merupakan contoh lain
dan negara vang berpengalaman
mengembangkan sektor publik. Fungsi
skuntabiiitas publik terutama pengawasan
terhadan pengelolaan keuangan dilakukan
cleh General Accounting Office {GAQ)
sebuah badan yang metakukan audit
:erhadap kinena badan-badan pemernntah dan
sektor cublik tainnya.

Perkembangan sektor publik di Amenka
muial :ampax dengan dikeluarkannya
ceraturan Single Audit Act 1984 oleh pihak
kongres. Dalam undang-undang tersetut
Zisebutkan bahwa semua badan pemerintah
haik itu srate, iocal government, dan iembaga
'ain yang menerima bantuan dana dari fed-
sral government diwajibkan untuk difakukan
single audit. Pengaturan mengenai audit
rercantum dalam aturan yang dikenal dengan
“yelow bcok” Standar akuntansi untuk
semerntan dan lempaaga nirlaba diatur oleh

‘
48]
=
|
2]
3
)
@
@
o

Yang oedonckan "nen(*ena
siandar aKunt nsi pemerintah disal
sebenamya idak banyak beda dengan sekf
orivat, cuma terdapat beberapa tambahn

|en*baaa pemenntah lebih mengarah keoac £
audit kinefja {performance audit), yaxk
bagaimana pengelolaan dana digunak
secara efektif, efisien dan ekonomis.

KESIMPULAN

Kemunculan era gicbalisasi dan knsrs:';‘g‘X %
ekonomi  yang melanda IndonesTg

bidang, membuat pemernntah harus cepﬁn
tanggap dan merespen keinginan dand
xepentingan masyarakat. Kepentinga ,-n-
mereka yang sebelumnya terabaikafgiss
sexarang kepentingan tersebut dituntut unuﬁ‘ i
girealisasi. Realisasi tuntutan te*‘seouthanﬁ%

iiakukan secara sistematk, tepat, dal
komprehensif.

=,
i
=

Strategi yang digunakan menga
kepada asas desentralisasi, pengurangas
birokrasi, partisipasi masyarakat, da;
manajemen publik yang tepat. Desenﬁ*a!isausgm
diwujudkan dalam ocelaksanaan otcno
daerah, yang membenkan wewenang lepd
luas kepada daeran untuk menagatur d
mengeaioia daerahnva sendin

Wahvu Ranane

a2misast sehingg o
aston perubanznyang enadi

SiCESE m;sye:—’-xat

I Lot l s [aabe] abe] ~o
= OIOVELSas aimanag mas

nak unituk mencelols c:n memenui
I3 usana yang

planming vang iepz
2n zgar Jalannya organisast d
mengarsn cada (Ujuan dan saseran yang a
dicapai, Ferumusan visi. misi, dan strate
giperlukan untuk menjembatani tujuan dan
sasaran yang akan dicapai tersebut. Strate
gic planning instansi pemernntah memeriukan
integrasi antara keahlian sumber dava
manusia dan sumber daya lain agar mamgu
menjawab itniutan perkembangan lingkungan
strategis, nasional dan glebal.

.

g
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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze behavioral intentions as a consequences of

intentions. -

and 3) those experiencing problems that were not resofved.

service problems expenence impact prone (o switch, atthough the problems were resoivad

Keywords: service quzlity, behavicrai intentions. zone of tolerance

service qualify. Besides examines the relationship between service qqality and behéyforal .
intentions, this study alse focuses on the changes of behavioral intentions relative to zone of
toierance and the tmpact or proble'n expenence and resoit:tions on the consumer's behawor“I

Data collected by u.smg quosbonnaires. Service quality was measured by Y SER VQUAL’
model, and behavicral intentions by 12 item battery that have 4 dimensions. Factoranalysus
of the behavioral intentions battery was conducted to examine the d*mens:onahty*or the tams.
The refationship befween service quality and behavioral infentions was fested hy usng Muitiple
Regression Analysis. And Anaiysis of Variance (ANOVA) was conducted to deteqnme whether

scores on each behavioral intentions dimension differed among three groups of respondents:
1) thase expenencing no service problems; 2) those experiencing problems lhat were moolved

Findings from this study show that the service quality-behaviors! inteniions refz iionshfp
is positive for faverabie behavioral intenitions (fcyalty and pay more) and negative for unfavorable
behavioral intentions {switch and exiamal response). But, because of insufficient data point
below and above zone of tolerance, the changes of siope is mixed (not clear). Seversl
sample show the variation cf slope-change, butrelatrve to other dimensions, external rezponse
appears much less atfectad by changes in service guality. 'n aadifion to this Ainding, the
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oD CORPORATE GOVIERNA AL

N T it ey Lpyr3Ti Ty
Tyeniementant beserta implikasy dan masi depaznnyr

Hopjoharom

Pendahinaa

Dewasa seiak adanva uorakan reformasi tahun 1998, :
cisnan dart ouih vann menghendabi agar Pemermtah maupun swasta dzpat
nm'zghanu:\'kan.p'; oprantek kerupsh kelust dan nepotisme, yang secar? :c.)n‘t'x lebih
;iikc;ﬁildcnszrf jeiion MOV Selanjuimyva dibarapkan aken mampu eI la uzana
moereha seera lorouNa, autdl, dapat diperangung jawabkan dan dilaksanakan & gan

X mewujudkan harapan lersebut. g cer!u':\n perus

penuli @neg

dan berperiigiu sesuai dengan herapan azar
At Krisis. shap hersaing menghadapi era giobalisasi dan

nieraan bersami.

erbuba dan bertangoung jawod sebenarayd w 2 ada dalam

fnqonesia, nanun beberapa dekade terailir ini Sudayn
vany muncui adalah perilaku yang tidzk mencenmmkan sikap
i, stkap d.m periiaku vang baik tersebut pefiu

kat bangsa Indonesi la. Dalam dunia

.
budava

luntur dar

ferqebul y

cant periluku terssbut. Oleh karena

taramiban kembali delam Kehidugon masyara
“-!s‘m’» Shau dan reniake yang Daik ersehu

fapat  direaiisastken  melalu

) sy it toagn )
masi Good  Corporate Governanes { j vang  menpadi lapdosen
noas (39181 o HEH . ‘ o, s, i
WRG wano cehal. 2paT harapan para stakenoiders dipat dioenunl secan

g
N

reeloiaan
ceselyruhan

IRIAEEN Leimplementasikan GO G sen
organisasi Deueric [ard 'rd vidu vang bekeria di dajampva delum

mentasikan secar sistematis serta beium berdasarkan intema nonal
San salah satu

B- fura crerapkannva GG di Indonesia meryg
] Lonemi dan vang membuat krisis ekonomi it hinzga Xint
'ancr. 2001), Hingea periengahan iahun 1997 &i kawasan Asia,

o o
i pemicu mumum\-h waeana GCG. Diremuks

T Lricic tercehul 3Ci
sermasalanan terjodinya Rrisis Lrsesut ac

(.

orporate Govemnarce) di Invjo:'.»" ja, di sampin .cm.mnm Hettal

serusshazn

Terkait dengan permasalaban ini.

.|

Ketoin g\m‘.\‘ sublic Guven
Mcmntorab denenn IMF ignmne refonmast ekonomi dalam

=

2u peaulis venz membenkan pengerian ient

T“e C;xdbun' Comunittee dalam ACCA (1998), mendeiinisikan Corporate Governar
agal suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahean. Selanjutn
elaskan bahwa ternyata tcrd"qﬂf verbedaan datam cara me ngxmpxemer‘msimm 1811
antara berbagal Negara seperts di UK, di USA, dan di Jermas

s u,.

Hardjapamekas (2001), mengemukakan bahwa Corporate Governasce merupaX
sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahazn, menetspkan hak c
nggung iawab di antara berbagai pthak yany berperan serta di dalam perusaha
seperti Pengawas, Pengurus, Pemegang Sakzm dan pikak-pihak lainnya 3o
terkepenti ingan {Cukeholders), seria merupakan struknur wnuk menempkan sesar
cara mencap:l Susaran, serta miemaniau Kinerja perusahaan. Denzan demiki
Corporate Govermance pada dzsamya adalzh sistem dan strudktur antuk meanajen
perusahaan.

Ferum for Corporate Govemance in Indonesia atan disingkat dengan FCO (tanpa tal

penertitan), mendefimisikan Corporaie Governance scbagal seperangkat peratu;
vang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pthak kredit
Pemerintah, karyawan seria para pemegang kepentingan intem dan ekstern lains
sehubungan denvan hak-hak dan kewanban 'm:r‘c‘-m, atau denegan kata lain sistern ¥
mengzrehkan dan meengendalikan perusabacn, Twjuan Corporate Governance i
ontuk menciptakan pertambiiian nilat bagt piliak cemesang kepentingan,
”
Dajain uratan sebelum perum san defin:si tersebut tersirat pomimbangan y
Zdicunaxan unuk merumuskan defimisi e, vaitu:
1} Dalam sf'rckono'n?m medenm, manajems d an pengendalian perusai,

makin dipisahkan dar kepemilixan. ?° siaan i dapat-menimbul
iJ
1

kurangnya transparansi dzlam penggunnan dana daiam perusah’aan el
reseimbangan yang .Wa'.dn' ra Kepemiingan-Xepentingan yang ada, misal

aniosa pemagang saham dengan pengurus dan antara penegang saf

(i

pengendal: uengan pemecang seham minoritas.

2y Perusahean-perusahasn makin berzantung pada 'nndﬂl zkstern {modal ¢k
dzn ziaw pipjaman) uniuk pemblzvaan ncrlatan ena._d1 mereka, inves
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1 sepertl diberikan oleh sisizm tatz
Governance). Sistem Corporate Governance vang sehai harus
periindungan ofektif kepada para pemegang saham dan mihak
ur. seningan mereka dapat meyakinkan dirinya akan peroiehan kembali
stasimva de

sahwa manalemen bertindak vang terbaik

L
IOZTAS

ngan walar, Olel karena ttu, sistem tersebut harus juga
membanty mencipinkan lingkungan vang kondusif terhadap pertumbuhan
sehtor usaha vang efisien dan berkesinambungan.

Rartana (2001), memberikan pengertian Corporate Governance sebagai proses
rruiktur vang digunaken vntuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-
2 Perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas
ahaan dengan tujuan uiama mewujudkan niial Pemegang Saham dajam jangka
i dengan terap memperhatikan kepentingan stakeholders veng lain. Selanjutnya
sz, bohwa Corporate Governance mengelola aspek-aspek ooy r»rbait dengan:

) Keseimbangan hubungan antara organ-organ  Peruswisan, vaitu RUPS,
Homisaris, dan Direkst, vang mencakup hai-hal vang berkzitan dengan strukuur
selempagaan dan mekamisme operasional Ke tiga organ Perusahaan tersebut
{kesermbanigan internal).

.+ Pemenuhan tznggung jawab Perusahaan sebagai entitas bisnis dalam
masyarakat kepada sefuruh stakeholders, yang mencakup hai-hal yang terkait
dengan pengaturan hubungan antara Perusazhaan dengan seluruh stakeholders

keseimbangan eksternaf).

Selamjutnya  Harana (2001), memberikan  tinjauan lebth rinci tentang
sahan deiam ronteks Corporate Governance,yaitu:

erusahaan.

Pada dasamva Perusalazn °da'an iembaga ekonomi ve=7 widirikan oleh pemiiin

el T s eimangan - alam Kaylan iai vang dimaksud Perusahaan

dibatasi pada lembaga ekonomi yang berbentuk Perusahzan Perseroan vang

iidinkan oleh Pemegang Sahzm dengan tujuan memupuk keuntungan,

*1en"“dxavan barang dan aiau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik
pasar calam negeri magpun intemasional.

. :
~epentingan Pemegang Saham

Salah sae kepentingan pokok Pemegang Saham zdalah bahwa perusahaan
iidirikan untuk memupul keuntunean (profit riotivel sehinoca harme danat

4)

ingan Stakecholders
e

‘fers mencakup semua pihek yang mempunyal  Kepentingan

Yemakmuran perusahaan tersebur, tidak terbatas hanve pada pemezang :
tewapi termasuk karyawan, pemasck, pelenguan, distributer, pesaing, Pemeriniah
serla masyarakar vang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan

perusahaan dan vang ikut pulz menanggung dampak dari kegiatan operasionai
peruszhaan. : -

Organ Perusahaz

Ada beberapa organ perusahaan, yﬂitu. .

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). }

RUPS merupakan organ vang mempunyai kekuasaan tcmnmn dalam s'rnku,r
kepengufusan  perusahaan. RUPS mempunyai segala "W Wehang v VAN “Tidak
diberikan kepada Direksi atau Kemisaris, seperti melakukan  pengambiian
keputusan tentang pengubahan Anggaran Dasar Peruszhazn, penggabungan.
peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran Perseroan. Wewenang
terscbut pada dasarmmva hanya dibatssi oleh UU PT dan oleh Anggaran Dasar
Perusahaan. :

Komisaris.

Komisaris dibeniuk sebagai organ Perseroan yang bertugas melrkukan pengawasan
terhadap kebq-u}\szmaan Dircksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan
nasehat kepada Direksi dalam menjaiankan kegiatan pengurusan Perseroan.

Direkst. _

Direksi <merupzkan organ Perseroan yang menjaiankan tugas melaksanakan
pengurusan Perserosn untuk kepentingan dan tujuan Perseroan seria mewakiii
Perseroan baik di dalam maupun di luar penfradtlan sebagal amanat dari pemegang
saham yang ducmpkarrcalu.J RUPS.-Sehagai spemenang amanat d dari ri pemegang
szham, Direksi harus berranggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan. "

.
ot

5}- Organ Pendukung

Organ-organ dan mekanisme Pendukung Corporate Governance, yaiiu:

Satuan Pengaviasan lntern, ' .
Setiap Perusahzan wajib ,me'ﬂcgnvai Satuan Pengawaszn Intern (SPI) vang



Committeat.

. N o Tearie A e - v ymrreaby Lo o
at Jibenek eleh Keomisars dan berangeung jawab kepada

n portimbangan bahwa dalam rancka mengeptimalkan kinerja,
untuk dapat mengelola kegiatan uschanya dengan hemay,
fcunz dan dengan mentaat peraruran perundangan-undangun

mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan vang

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
Setiap Perseroan Terbuka harus mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dan

0 Perusohaan Tercatai yang melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan
etarv). Sckretaris Perusahaan dapat diangkat dari anggota Direks:
) vang  bersangkutan,  Penunjukkan  Sckretaris  Perusahaan  wajib
divmunikan dalam RUPS.

Kontite Corporate Governance. .
romue Corporate Governance diusulkan untuk dapat dibentuk oleh Komisaris dan

beriangoung jawab kepada Komisaris untuk mengkaji Good Corporate Governance
P

tices  dt Perusabaan  dan menjamin bahwa  prakiek-praktek  tersebut
aksanakan secara efekuf.

Komite Remunerasi.

Fomite Remunerasi diusulkan untuk depat dibentuk guna mengkaji penerapan
sistem insentif dan remunerast vang terbaik bagi Direksi, Komisars dan Karyawan
Sertsahaan.

3. Guawd Carporate Governanee

Good  Comporate Governapnce  merupakan  sistem dan  struktur  untuk
awralkan dan mengendalikan perusahaan dengan baik, vang zken dicermminkan
Corporate Governance yang memperhatikan prinsip-prinsip utams

7

i Transparans: (transparency).
Z) Akuntabilitas (accountabiiity).
SV Keadilan (faimess),

Responsibiiitas (responsibiiity).

gt

(20013 menyvitir QECD teatang penyusunan prngn-oninsip Corpome Govemanse ¥y

dikelompokl

ance, Rarans

Sebagai penjabaran dari prinsip-prinsio utama Corporate Govar

an ke delam xategori

1} Hak-hak Pemegang Szham.

2) Perlakuan yang adil bagi selurub Pemegang Saham.

1) Peranan stakeholders dalam Corporate Governance,

4) Pengungkapan (Disclosure) dan Transparansi {Transperancy),

S) Tangeung jawab Dircksi dan Komisars.

4. Implementasi Beserta Impliknsinyﬁ

4 Apakah perﬁsahaan telah menéimpl;mcntasikm konscpﬁorpor}ate Gov'crmz’:nc'c
dengan baik (Good Corporate Governance) atan tidak, maka. dapat dievaluasi sejauh
mana perusahaan tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip Corporate Governance
denga‘n baik, yang meliputi:

1) Hak-hak Pemegang Szham.

2) Perlakuan yang adil bagi seluruh Pemegang Saham )
3) Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance. VLo
4) Pengungkapan dan Transparansi. Pl
5) Tanggung jawab Dircksi dan Komisaris.

anee

" . G o
Penjelasan lebih lanjut atas penerapan prigsip-prnsip Good Corporate Govermnanee

tersebut di atas adalah:

Halk-hak Pemegang Saham )
Sehubungan dengan hak-hak pemegang saham. yang meliputi pe:‘.dzr_ta{m kC?€l1l!llkﬁ!.
denpan cara yang aman. peayerahan amau pengalihan saham, iniormast ter”v_g
nserusahaan vang relevan secara berkala, partsipasi pada pelaksanaan RUPS, pcmznhu_ri
‘an%oiaDir;ksit serta mendapatkan bagian dari fabe perusahaan dan hak }air‘.ny‘a sepsU
kak partisipasi aktif pada RUPS.

r

Perlakuan Yang Adil Bagi Seluruh Pemegang Sahant

iami {2 AT aogr esinieil Damesiiy
Cerporate Governance hatls menjamifl periakuan yang adil Sag seiwrvh Pemeguiy
Sanam tanpa terkecuaii sema memberi kesempaian vang sama DK mendapatkan

kompensasi yang etektif atau keruzian akibar pelansgaran hak-hak merexa.
" ~ “a
Ay N

Peran Stakeholders dalam Corporate Governance.




SRTT eniarn perusaiaan dan sukehoiders dalam mencipuakan xemakmuran pekerjaan

. ' . . .
San RISImMamipunean KSsCniian perusinaan.

IO

Perminckepan dun Transparanst.

Menjamin adanyva pengungkapan vang tepat waktu dan akurat yang diterapkan pada
selurth materi penting, yang inenyangkut perusahaan, termasuk kondist keuangan,
- kinena, kepemilikan, dan penzatran perusahaan. ‘

Tangoung Jawab Diveksi derr Komisaris.
Menjamin adanya pengarahan strategis perusaiaan, pemantauan manajemen Sccara
efekuf dan akuntabiiitas Direksi dan Komisaris kepada pemegang saham.

S
CHE

Sebagai bahan pembanding, berikut ini disajikan Prinsip-Prinsip Internasional
mengenal Corporate Govermance yang dikutib oleh FCGI (tanpa tzhun penerpitany,
schagai beokun

Hak-hak para pemegang saham, vang harus diberi informasi dengan benar dan
tepat pada waktunva mengenal perusahaan, dapat tkut berperan sera dalam
pengambifan Keputusan mengenal perubahan-perubahan vang mendasar atas
perusahiaan, dan turut memperoleh bagian dart keuntungan perusahaan. 3
Periakuan sama terhadap para pemegang szham, terutama terhadap pemegang
sahiam minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang
penting serta melarang pembagian untuk pihak sendini dan perdagangan szham
oieh orang dalam. :
Perznan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan
kerjasoma yang aktif antar perusahaan serta pemegang kepentingan dalam
menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan vang sehat dar aspek
Xeuzngan.
d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunva sertz transparansi mzangznal
semua Bz yang penting bagi kinerja perusahaarn, kepemilikan, serta para
pemcgang kepentingan.

£

_Tanggung jawab pengurus dajam manaiemen, pengawasan manajemer

serta
perianggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang seham.

Pemerintah memegang peranan penting vang mendukung dengan menerbitkan
dan memberlekukan pengaturan  vang memadai,

miszinva ‘entang pendaftaran

perusafaan, pengungkapan data keuangan perusahaan sertz peraturan-peraturan tentang
wnggung jawab Komisaris dan Direisi. Namun, peruszhaan memesang tanggung jawab
utama untuk melaksanakan sistem Corporaie

Govemnance vane baik di dalam

Iy mrg A} '~')3__’ n o :.' L
perusahaan-perusabann asnes menga tisipast peniser

Jiti s pfrh. dalran-dig ganaai y ARG ald 1SANYA
perafuran 1dad i1 i gt ¢ 1
e

merundanean-undanan yang bary, Serth pengawEs

rerhadap tindakan perusni‘.:1;1:1—perusahaan.

5. Keberadaan Corporate Governance di Indonesia.

. . C
Beberapa sumoer memberikan informas: tentang

Governance di {ndonesia, antara lain:

eberadann Comporate

- o . VTS

Suatu suevey tahun 1999 oleh Pricewaterhouse Coopers terhadap investor-investor
Y ’ ] v leiean i
internasional di Asia, yang dikutib FCGI (tanpa tahun pcncrmmn)-, menqn)an;'\an bahwa
Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam -b1daug 'SIfncapsm;:jddr
i | ] & -emegang scham, stangar-
akuntansi dan penaatan, pertanggung jflwaball kepada pam'fe gang o andn
standar pengungkapan dan transparanst serta proses-proses Kepengurusan. suaty raian

. ; . sy o arimakan vans
lain menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia meripakan vang
terendah di Asia Tenggara.

i : ’ i 5 neat terpusat,
Di Indonesia, kepemiiikan perusahaan yang terdafiar di burﬁa_ saham Sﬁ.;;a v
i < ) neat tinggt. Ake
dan prosentase manajer yang termasuk dalam grup pepgiandfl.1 juga sangat i o Al
tetapi, ekonomi dan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat terhincar marxi?
47 1 i i k pembi inj ¢ alan sera
membaur dengan ckonomi dunia untuk pembiayazd pinjaman dan permod lan s -
pembelian dan penjualan produk-produknya, perhatian terhadap s:.zndir—;tan ar
ise i di tingkat i asional merupakan keharusan

Corporate Governance yang disepakati di tingkat mternasio I

bagi Indonesia.

Partisipasi dan Perlindungan para Pemegang Sanar. . e
Dewan-dewan Komisaris pada umumnya tidak efeltif dalam menjega Kepenlingan
st L

kc Itz A eInes; o am O] h 1a 20ANg < h . o '°ban ~
;)CHY]n_an p(J‘a pLXh ._,aﬂa Safam, ¢ch Karena peul»&;, csaham ¥yang \V.v Yl

- by - von N T Rslnd d i h 1@ FamrTEO
nledllh}\l hLJJﬂQC‘Ul kc[ua ' AHCmpU“Val DOSIST \a.‘:, oMminan. HaAnisine

.::-M__ ; N . . . lale K e
nengendalian, seperti mewakili kepentingan pihak ke tiga meiaiul SOMISAES
Dl H 4 4 + . b - o . e W .
indenenden serta Komite independen untuk Penggajian dan Nominasi sefla Komie
i t He o N P - - - DT
Audit belum ada. Transparansi masih sangat kurang karena praktex-praxiex
y - ) : - i . . .
engungkapan, standar-standar akuntansi serta peieksanaannya Masin beium memagal.
u s
Pemantauan dan Perlindungan Kreditur. '
11 i laan APMISS <
Pertama, posisi dan peranan kreditur daiam pengeloiaan perusahaat 1
cena ‘ i Bank i ce
karena pengurusan baik para kreditur maupun Bank-Bank e se
) | e . 3 IS T . - Y1 an VAN
kurang Pengendalian intem yang lemah serta ker.ngka-kerangka pc,“g“tur‘.: van
: N - - T H ~ 1da el N
K i bagi i serta lembaca-lembaga Keuzangan ROTM-LEEN SEi-
kurang memadai bagi Bar}k serta mbaga-lembag ik ser

usin femai, ole

iri measi sanga
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umumnya tidak akut di Endo'ms\_. bar dalam nmn"ﬂurwx pihak Krediner mmpun dalam

RN

menjatihkan sankst terhadap pihak peminiam.

Paser untuk Pengendalicn Ferusanaan serta Perlindungan Pasar Produf.

Pasar untuk peneendalian perusainan Rebanvakan tidak akuf. Kesulitan-kesuinan vang
dialami dengan haostile taheover vang makin marak mencerminkan pemusatan
kepemiiikan di dalam perusahzan-peruszhaan. Tingginya pemusatan kepemilikan

perusahaan lebih lanjut akan menghombat mckanisme pasar terhadap pasar untuk
pencendalian perusahaan dan pasar barany.

Pasar Modal serta Neuengan Perusanaan.

Akibat tzhap pembangunan pasar modal di Indonesia masih dini, pasar modal
didominasi oleh keuangan eksiern. terutama pinjaman-piniaman Bank.  Peraturan
pembatzsan sema prosedur hukum vang tidak efektif telah membatasi peranan obligast
perusahasn serta pembiavaan peruszhaan. Perusahsan-perusabzan telan melakukan
pinjaman luar neseri yang sangat luas oleh karena suku bunga luar neger:
diliberalisasikan sedangkan suku bunga dalam negeri diatur.

Darnuri {Z001), juga mencungkapkan beberapa hai tentang wnplemeniast GCG

di indonesta sebayai berikut:

Hambatan Penerapan GCG:
1) Konsentrasi kepemilikan vang unggt: Perusahaan Keluarga, Transaksi benturan

kepentingan.

2) Pengawasan Dewan Komisaris vang kurang efektifi Terafihiasi, Kurang
Mampu.

3} Pemegang Saham yang pasit: RUPS dan pengawasan kurang efektif,

Mengapa GCG Penting?
i) Melancarkan akscs terhadap cendamaan.
2} Periindungan Direksi/Manaiemen terhadap gugaian hukum.
3) Meningkatkan efisiensi di daiam penga rnbixan ey utusan.
4) \4 eningkathan hcocr;z';.::'] puolik.

- Tt YrYrwr A H
e st e Ane aleamtabhalitace
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Implemeniasi GCG Emiten oi BEJ.
1) BEJ merupakan pioneer dalam memperkenalkan konsep GCG.
2) BEI memiliki akses langsung terhadap perusahaan tercatar:
a. Perusahaan tercatat wajib menerapkan GCG.
"b. Makin banyak perusahaan tercatat yang nwenerapLan GCG, makin
tinggl tingkat kcpercayaan tnvestor (tokal dan asing) terhadap pasar
-modal.
3) Haliniakan mempakan Rating dan Self-Assessment. '

Implementasi GCG melaiui Peraturan Bursa.
1) Kewajiban mempunyal Komisaris lﬂdbb@!lue'] }\omuc Audh. dan Sekr ris
Perusahaan.
2) Kewajiban menyvampaikan informasi Peruszhaan (Keterbukaan). |
3) Standar Laporan P\mangan per Sekioral.

4&1}:10[)111{05 dan Farrness R - . '\'"‘ ) ]
Hal i diilustrastkan dengan pcnstlwa sbh: PL"usahaan A_nc'nach p.L.ta"g d"iri
perusahaan B yang merupakan anak perusahaan A, sehingga perusahaan B mempunyai
kondist aliran kas yang lebih schat, sementara i secara akuntansi asset perusahaan A
menimgkat. Pada thun 1998, semua piutang tersebut oleh perusahaan A dinyatakar
sebagal piutang macet dan ditentuk cadangan piutang macet. Kasus in
mengindikasikan teiah terjadi penyalahgunaan  hubungan  affiliasi.  Sc baua
konsekucnsinva pcmsaluan A akan mpnghadh’\x kecahmn aliran kas, kmena keuan

temearn.

Hasii survey Mc Kinsey & Co. bulan Juni whun 2.000 terhadap 250 investe
global,” yang dikutib Tjager (C061), menunjukkan bahwa Indonesia dan Vietnan
adaiah negara yang menduduia peringkat paiing rendah dziaim menerapkan Goor
Corporate Governance dibandingkan dengan negara-negara Asia Lainnva. Survey it
Juga menuniuxkan banwa Singzpura. Hopgkong dan Jepang sebagai negara-negar
vang paling baik doiom menerapkan Good Corporate Govemnance. Hasil surve
tersebaut dapat dipahami. karenz di indonesia pada umumnya perusahaan-perusahaa
merupzkan perusahaan g2 Gengan manajemen tertutup, sehingga beralasan baliw
penerapan GCG ticak dapat errealisic secerti vang diharapkan. Sehingoa iida
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toan conninan dart mvesisi v

v me

ar modal yang dilzkukan oie E:‘ic_c‘:«x:tter“ouss Coopery

erkaitan dengan Opacity index saca 35 negara dr Dunie yang’

Survey pada sektor pas

.da bulay Japuarn 2 b
-2z dikutib oleh 'Iﬁﬂcr (Z001). Dalam hal inl O.,JL.D’ rr.:'“.:pakgn suaty toloi
sngenai tidak terdapatya praktek-prakeek yang jelas. akerat mudah dipabami dan
:zmenuii standar di bidang pasar medal yang berlaku secara Tmcmqszon_ll Bila makins
:cil Opacity index suatu negara berarti makin jelas, akurar dan mudah dipzhaminva.
-aktek-praktek yang diterapkan oleh suatu negara sena prakick-praktek tersebut tel ah'

:suat dengan ketentuan-ketentuan yang beriaku secarz inernasional. Hasil survey int
rnunjukkan bahwa Indonesia memiliki Opacity Index terbesar, dan Singapurza. :
uted Kingdon memiliki Opacity Index paling kecil. Survey ini juga berkaitan dergan
:rerapan Good Corporaie Gavernance dan Good Govemnance.

\

»\

sa Depan GCG di Indonesia.

Memperhatikan  penungnva peran GCG  untuk mendorong  pemsahaan ﬂ
elakukan kegiatan usaha yang sehat dalam segala sekior keziatan usaha dan persnnya &
itk memulihkan kembali dard simasi krisis menjadi suaie siwasi yang sehat, maka
ncah pantas menjadi pertanyaan berbagai-pihak "bagaimana GCG dapat diterapkan =
cbagaimana seharusnyva bagi kehidupan bisnis di Indonesia™? 8

FCGI (tanpa tahun penerbitan), berpendzapat bahwa perusahaan-perusa

mlonesia mempunyai tanggung jawab terutama untuk memperhatikan stmdqr-sLanc;‘:
_arporate Governance vang telah disepakatt di tingkat Internasionai. Bukan szia
‘erusehaan-perusaliaan vang teizh terdaftar di bursa efek atau perusahaan-perusahas
WIAr Yanyg mempuaval ianggung jawab tersebut. Setiap perusahaan di Indonesia nars
nenvadarh betapa pentingnya suvat sistem Corporate Governance ya2
enenupgan-kepentingan  para  pemegang  sahamnya,  para penvammc danyy
crvawannva, dan pada akhirmya bagi perusahaan itu sendini. Sama sepert di negatz-
weara lam. perusahaan-perusahaan di Indonesia harus meneantisipasi nemossd
emaiuian perundang-undangan vang telah ada yang lebih teges, pembe
“eratnar cerundang-undanagn vang baru, serta pengawasan dari masvarasit v

Tjﬂﬂ) icrhua"a tindakan peérusat haan- pe'usa::::m tersebut,

g taik bacl

riardjapamekas (2001), menyarakan bahwa untuk memperbaiki kerangks Jdar
~aniek Corporate Governance, yang juga merupakan tuntutan lembaga-tembag: done

N
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Perusahazn Departemen Perindustrian, bua memenuhl saiai sam dan ki

Ll Ao an T i) . Dy

rengembangan strategi nasional untuk mereformasi Comorsie Governancs,
termasuk pembentukan Komite Nasional tentang !\Lbzmvr Cond Cormporate
Covernance.

2} Melakukan pendidikan publik tentang Corporate Governance.

3} Melakukan reformasi peraturan di bidang Pasar Modal.

4) Mengadakan proyek percontohan untuk menerapkan prinsip-prinsic Comorate
Governance di sektor swasta maupun BUMN.

5) Munculnya berbagai prakarsa dari kalangan non-Pemerintzh vnttk mendn wng

pelaksanaan Good Corporate Governance; seperti The Indonesion Institere %or
Corporate . Governance %in «L[ndones:a (I]CG) dan Fon.n on ko:p@w-
Govemance in Indonesxa (FCGI) g ;

Dalam - mmgembangkan strategl nasmnal untak merefcnmasi Ceomorste
Governance, Pemerintah telah memprakarsai pcmbcntukan Komtie :
Kebijakan Corporate - Governance,: yang '’ bertanggung jawab Imnk memberian
rekomendasi tentang kerangka nas:onal dalam rangkn m‘nglmplcmcnwik.‘-. Corpomate

-—S‘Drl B VAC:‘."'ZH‘_‘.X

Govemnance, yang mcxmkup Y .
1) Kodifikasi prinsip-prinsip Corporatc Gow:mancc yang baru-2arv ini 12lah
menerbitkan edisi ke dua Pedoman Good Corporate Governares. - -~
2) Memprakarsai n:formast pcraturan vang mcndukung rnolrncrz‘ tf:donmn
tersebut. = - T e e T - s
3) Mquembangkan kerangka kclembagaan untuk pcnc"apan pcdoman torecbut.

e DEARL g Tl a0

Mengmgat Corporate Governance merupan kon..-“t. vang relatif baps Zikens! di
indonesia, terdavat. kebutuhan uatuk ‘mengetzhui dan nesmzham? konsen terachat
Berbagal prakarsa untuk -memperkenalkan-konsep ini dan mendidik
mengenai Corporate Governance telah diiakukan oleh Pemnerintah, organisasi profes
serts asosiasi industi yang berkepentingan dengan masalzh ini melatu roazal
serninar, lokakarva, dan peAatmL.n
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perusahazn melalul pengungkapan informasi keiompok percersasn
diprakarsai oleh Pemerintah. PP No. 24 Tahun 1998 vang telah diutak
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3) Penggabungan dan konsolidass perusahas
4} Pokok-pokek anggaran dzmar perseroar
ekuitas kepada masyarakat d:m peruschaan
3) Peogungkapan infnrmas fertenie yang harus ¢ o Fmumian Kepada publik,

Bursa Efek Jakanz juws telah mengetuarion perebanan poraturan tentang
Selentuap umum pencatatan efek vang bersifat ehvuas 3 vursa vas
cersvaraan penvelenggaman peagelolaan pr:numa.m vang batk (Good Corporoie
Guvernance’ dengan mewajibkan perusahaan tereatat memiiin:

roerusans Independen yang jumizhnya secarn propersional sebanding dengan -
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:U{118“ szham vany dimilixi oleh bukan pemeuvang sanam pes Ac'l;mll dengan
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seluruh komisaris.
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bekerjaszma dengan Al dan Asosiasi Zmiten
pcdoman penyajian dan pengungkacan lzgoran
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